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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pagal 149 Peraturan Daergh

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisag| Perangkat Daerah dan Pagaj 43
Peraturan Gubemnyr Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

—h

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diybgh dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1599;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- Negara;

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang—undangan;

5. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikgaan
Pengeiotaan dan Tanggung Jawab Pengelotaan Keuangan Negara:

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesla;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Laly Lintas
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomaor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

« Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateniota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:

poraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2008 te a
Pedoman Pangelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Meanteri Dalam Negerl Nomor 61 Tahun 2007 tentang

e
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPDANCPD yang menarapkan
PPK-BLUD;

€g.
PER/O2/M PANHM/2007 fentang Pedoman Organisasi Satuan Ketja
di Lingkungan Instansi  Pemerintah yang Manerapkan Pola
Pengeiolaan Keuangan Badan LLayanan Umum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentanyg

Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tertang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Kerety Api, Sungai dan Danau serta Penysberangan
di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ormganisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kefja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;



21. Peraturan Gubemur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerzh;

22. Peraturan Gubemur Nemor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinag Perhubungan:

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASH
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartg,

2. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerzh
Khusus Ibukota Jakarta,

4. Inspekiorat adalah Inspekiorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD

adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjuinya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Birg Qrtala

adaiah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakaria.

8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provins Daerah
Khusus lbukota Jjakarta. '

8. Kepala Dinas adalgh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daarah
Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Pengelola Perparkiran yang juga disebut Unit Pangelola adalah
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan.

T1. Kepala Unit adalah Kepala Uinit Pengelola Perparkiran.



12. Satuan Pengawas intemal adalah Saluan Pengawas Intamal Unit
Pengelola Perpariran.

13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran,

14, Parkir adalah Tempat memarkirkan kendaraan bermeotor di wilayah
kota Jakarta.

BAB 1l
PEMBENTUKAN
Pasaf 2
Dengan_PeMuﬁn Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran,

BAE Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

{1} Unit Pengelola Perparkiran merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran,

(2) Unit Pengelola Perparkiran dipimpin ofeh seorang Kepala Unit yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 4
{1) Unit Pengalola Perparkiran mempunyai tugas mengelola perparkiran,

(2) Urituk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit Pengelola Parparkiran mempunyai fungsi :

8. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} Unit

Pengelola Perparkiran:

penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Perparkiran:

Penyusunan standar dan prosedur pelayanan perparkiran;

penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana perparkiran;

pelayanan perizinan perparkiran; -

pelaksanaan perhitungan biaya jasa pelayanan perparkiran;

penyelenggaraan pelayanan peiparkiran di tempat parkir;

pengaturan teknis kelancaran laiy lintas di tempat parkir;

pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban

penerimaan retribusj parkir;

k. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penortiban
parkir;

a0

e s



. penjagaan ketertiban dan keamanan serta perneliharaan kebersihan
di tempat parkir;

m. pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi dan pembinaan
penyelenggaraan perparkiran di Juar badan jalan;

n. pelaksanaan penyediaan, pemsliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana parkir milik pemerintah daerah;

0. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan
perparkiran pada badan jalan dan Iyar badan jalan;

pelaksanaan kerja sama pengelolaan perparkiran dengan phak

ketiga/swasta;

pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran;

pelaksanaan publikasi kegiatan:

pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

penyiapan bahan laporan Dinag yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Unit Pengelgla Perparkiran; dan

pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi,

SE~®no P
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BAB v
Bagian Kesatu
OCRGANISAS)

Susunan Organisasi

Pasal 5

{1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran terdirj dari :
a. Kepala Unit.
b. Subbagian Tata Usaha,
¢. Subbagian Keuangan.
d. Seksi Pelayanan,

e. Seksl Prasarana dan Sarana.
f. Satuan Pengawas Intemal,

(2) Bagan Susunan Crganisasi Unft Pengelola Perparkiran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubemur ini,

Bagian Kedua
Kepala Unit
Pasal 8
Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan peiaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Satuan
Pangawas Intemal;



¢. melaksanakan koordinasi dan kefja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kera Perangkat Daerah (UKPD)
dan‘atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Perparkiran: dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Perparkiran,

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merypakan Satuan Kera Staf dalam
pelaksanaan administrasi umum Unit Pengakola Perparkiran,

{2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usahg mempunyai tugas :

4. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Unit Pengelola
Perparkiran sesuai dsngan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Y Unit
Pengelola Perparkiran sesyai dengan lingkup tugasnya:

. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

d. melaksanakan pengekilaan kepagawaian dan riang rapat;

&. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja:

f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Perparkiran; _

g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor
Unit Pengelola Perparkiran:

h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris
peralatan/periengkapan kantor Unit Pengelola Perparkiran:

L. menerima, menyimpan dan mendistribusikan periengkapan/peralatan/
inventaris kantor Unit Pengelola Perparkiran;

j-  melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

k. mengoordinasikan penyusunan formula pembarian imbalan jasa
kepada pegawal dan juru parkir;

I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang
berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha: dan

m. melaporkan dan momperianggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbaglan Tata Usaha.

{4)Untuk memperiancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sena membanty Kepala
Subbagian Tata Usaha dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung
Jawab tugas tertenty dengan sebulan yang disesuaikan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Subbagian Tata Uisaha.

(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksug pada ayat (4) bukan
Jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.



(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala
Subbagian Tata Usaha,

Bagian Keempat
Subbagian Keuangan
Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengeloly
Perparidran datam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan,

(2} Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawgh dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

{3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)} dan
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  Unit Pengelola
Perparkiran sasuai dengan iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) Unit
Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. mengoordinasikan Penyusunan Rencang Kerja dan Anggaran
(RKA} dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} serta rencana
strategis Unit Pengelola Perparkiran;

d. melaksanakan moniforing, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)  Unit Pengelola
Perparkiran:

€. menerima dan menelit kelengkapan sertq memproses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP};

f. menerima dan meneliti keiengkapan dan mMemproses pengajuan
Surat Perintah Membayar (SPM);

9. menerima, mencatat, membukukan dan metlaporkan penerimaan
dan pengelolaan Unit Pengekola Perparkiran;

h. menghimpun dan menyusun bakan pettanggungjawaban keuvangan;

. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan
keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelols
Perparkiran: .

} melakukan anallsis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Unit
Pengelola Perparkiran;

k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsuitasi feknis
kepada bendahara:

. meryusun perhitungan besaran tarif retribusi parkir dan biaya

parkir;
M. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang
berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan

n. melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

@) Untuk  memperiancar dan  mengoptimatkan Pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sarta membartu Kepala
Subbagian Keuangan dapat diangkat 2 {(dua) orang Penanggung
Jawab tugas tertenty dengan sebutan yang disesuaikan

berkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala
Subbagian Keuangan,



(9) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan
Iabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.

(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud
Pada ayat (4) dan ayat (5} ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala
Subbagian Keuangan,

Bagian Kelima
Seksf Pelayanan
Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola
Perparkiran dalam pelaksanaan keglatan pelayanan perparkiran,

(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Pelayanan mampuryai tugas ;

a. menyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan
‘Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA} Unit Pangelola
Perparkiran sasuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pslaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pengelola Perparkiran Sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. menyusun dan mengusulkan standar operasional polayanan dan
standar pelayanan;

d. memfasilitasi kegiatan kerja sama dajam rangka pemanfaatan
lahan perparkiran;

€. menyusun dan mengusulkan pemanfaatan dan penggunaan _
perparkiran:

f. mengendalikan dan meéngawasi pelaksanaan standar operasional
prosedur dan standar pelayapan;

g. menyusun bahan perhitungan biaya jasa pelayanan parkir:

h. melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban dl tempat
parkir tepi jalan, lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung
parkir milik Pemerintah Daerah dan dj iuar badan jalan: '

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan
dan penertiban dengan instansi terkait;

j- melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasl masyarakat
dalam tertib parkir;

k. menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan perparkiran
dan masyarakat;

. memproses pemohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar
badan jalan; '

m. melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran
penyslenggaraan perparkiran di {uar badan jalan;

n. melaksanakan pemungutan, pembukuan  dan penyetoran
penerimaan parkir:

0. melaksanakan kegiatan pelayanar parkir di tepi jalan, lingkungan
parkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pemerintah Daergh
dan di luar badan jalan;



P. melaksanakan pelayanan pefparkiran - di lokasi parkir atas kerla
sama dengan pihak ketiga;

Q- menyiapkan bahan laporan Unpit Pengelnla Pemarkiran yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan

r. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan,

serla berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pelayanan, :

{5) Dengan memperbatikan potens parkit, karakteristik, lokasi parkir dan

luas wilayah, Penanggung Jawab pada 5 (lima) wilayah dapat dibantu
oleh Pelaksana sesuaj dengan kebutuhan.

(6) Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana dimaksyd pada ayat {4}

dan ayat (5) bukan jabatan strukiural, diangkat dan dibsrhentikan oleh
Kepala Unit.

(7) Sebutan dan uraian u.gas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (g) ditetapkan Kepala Unjit atas usul Kepala Seksi
Pelayanan,

Bagian Keenam
Seksi Prasarana dan Sarana
Pasal 10

{1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit

Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan prasarans
- ¢an sarana.

{2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh secrang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dar bertanggung jawab kepada Kepala
Unit.

{3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas ;

4. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksangan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan
sarana teknis perparkiran;

d. menyusun standar dan prosedur penyediaan, pemeliharaan,
Perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;

e. menyusun rencana ksbutuhan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran:
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f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersedian dan kelaikan
prasarana dan sarana teknis perparkiran;

9. mealaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

teknis perparkiran:
h. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana teknis
perparkiran;

i. melaksankaan koordinas; dan pengendalian pemanfaatan dan
PEnggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran:

j- melaksanakan administrasi, perencanaan dan pengadaan tanda
retribusi parkjr;

k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tanda retribysi
parkir;

l.  melaksanakan pengkajian potensi perparkiran;

m. melaksanakan evaluas penyelenggaraan perparkiran:

n. mengkaji dan meneliti serts menyusun format kera sama
penyelenggaraan peiparkiran:

0. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang
berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Satana; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- Seksi Prasarana dan Sarana,

(5} Penanggung Jawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan
jabatan struktural, diangkat dan dibarhentikan olch Kepala Unit.

(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5} ditetapkan Kepala Unit atas ysyl Kepala
Seks! Prasarana dan Sarana.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Intema]
Pasal 11

(1) Satuan Pengawas Intamal {SP1) merupakan unsur Pengawas Intemnal
Unit Pengelola Perparkiran sebagai unit keja Dinas Perhubungan
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD);

(2) Satuan Pengawas Intemal (SPI) sebagai unsur Pengawas Intemal
dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala

Subbaglan, Kepala Seksi dan/atau pegawai Unit Pengelola
Perparkiran:

{3) Satuan Pengawas Intarmat (SPI) melaksanakan tugas pengawasan
internal  terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

(manusia, keuangan, periengkapan dan rmetode) Unit Pengelola
Perparkiran:
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Satuan Pangawas Intemal mempunyai fungsi ;

penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal:

penyusunan program kerja pengawasarn intemail;

pelaksanaan kegiatan pengawasan Intemal;

pengelolaan dan pelaporan hasi| pengawasan imemnal:

penyusunan dan penyampaian rekomendast tindak lanjut dari hasil

pengawasan intemal yang dilakukan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut

hasil pengawasan intemnal yang dilakvkan:

9. pelaksanaan kegiatan pengawasan intemal yang diperintahkan
Kepala Unit;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas
ekstemnal dan/atay aparat permeriksa intemnal pemerintah; dan

l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas Internal; .

tROcoD

-t

Pasal 12
()} Busunan keanggotaan Satuan Pangawas Internal terdiri darj -

a. T (satu) orang Kepala merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
. 1 {satu) orang anggota.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekrataris dan Anggota
Satuan Pgngawas Intemal, sekurang-kurangnya harys memenubi
persyaratan sebagai berikut -

- Pegawai Negeri Sipil;

memiliki dedikasi yang tinggi datam menjalankan tugas; '
memiliki keteladanan dan dihormatl di kalangan pegawai Unit
Pengslola Perparkiran:

tidak pemah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;

tidak permnah melakukan perbuatan tercela;

memiliki pendidikan formal minjmal diploma tiga (DIN); dan

memillki integritas.

oo

©=oa

(3) Kepaia, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun

dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa fugas
~ berikutnya,

(4) Kepala Satuan Pengawas Intemal berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

{5} Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Intemal berkedudukan di

bawah,dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas
internal.

{6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekrataris

dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagal Tim dan

“hasil pengawasan sertg rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil
Pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
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(7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas

Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur
dengan Peraturan Kepala Unit.

BAB V
ESELON
Pasal 13

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
merupakan Jabatan Strukiural Esalon INA dan hanya dapat dlfjabat
oleh Pegawai Negeri Sipit.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 ayat (2) dan
Pasal 8 ayat (2) merupakan Jabatan Stntktural Eselon IVA dan hanya
dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan

Pasal 10 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan
hanya dapat dijabat cleh Pegawai Neget Sipil,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

{1) Dalam rﬁef&ksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Perparkiran

wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kefja sama dengan

 Satuan Kerja Perangkat Diaerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau Instansi PemerintalvSwasta  dajam rangka
meningkatkan kinerja dan Mmemperiancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Pemarkiran,

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas
Intemal pada Unit Pengeloia Perparkiran wajib melaksanakan tugas
Masing-masing sesuai ketentuan peraturan peruncdang-undangan serta
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simpilifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas
intemal pada Unit Pengelola Perparkiran  wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberkan bimbingan

dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan
masing-masing.
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(2} Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit
Pengelola Perparkiran wajib mengikuti dan  mematyh; perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas
Intemai pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengawasi dan
mangendalikan  pelaksanaan fugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-langkah yang diperiukan apabila menemukan adanya
Penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

{1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pengawas
Intemal dan Pegawai pada Unit Pengslola Perparkiran wajib
menyampatkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,

{2) Atasan Yang menetima laporan sebagaimana dimaksyd pada ayat {1)
menindakianjuti dan menjadikar laporan yang diterma sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 19

(1) Sekrefariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan tethadap Unit
Pengelola Perparkiran sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Parhubungan.

(2} Ketentuan |ebih lanjut  mengenai pambinaan  kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (m
diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB Wi
KEPEGAWAIAN
Pasal 20
Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang
meénerapkan Pola Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dapat mempunyai Pagawal yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil.
b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil,

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hunsf a
merupakan Pegawai Negeri Slpii Daerah.
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(2} Pengalalaan kepegawaian Pegawai Negeri  Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 husuf a, dilaksanakan sesyal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara

{3)Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola
Perparkiran mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
berkoordinasi dangan Biro Ortala,

Pasat 22

{1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran
metupakan Pegawai Non Pegawai Negeni Sipil Unit Pengslola

(2} Pengeiolaan kepegawsaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan

+ . Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, '

BAB V1|
KEUANGAN
Pasal 23

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pemarkiran
sebagai Unit Kera Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola

Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan
pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
b. Pendapatan Operasional Unit Pangelola Perparkiran.
¢. Bantuan atay hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Pengelolaan keuangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 humf a dilaksanakan sasuai

dengan ketentuan peraturan parundang-undangan di bhidang keuangan
negara/daerzah,

, Pasal 26

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 hurf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
penindang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
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BAB IX
ASET
Pasal 27

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Perparkiran sebagai
Prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status
kekayaarn daerah yang tidak dipisahkan,

{2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sésual ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidarg pengelolaan bharang milik negara/daerah.

Pasal 28

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah danfatau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola
Perparkiran  dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
merupakan penerimaan barang daerah.

{2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
$egera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubermur melaly Kepala BPKD selaky Pajabat Pengelota
Keuangan Daerah {PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah
(BUD} untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset dastah,

BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal 29

(1} Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usatia dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Keuangan, 1 (satu)
orang Kepala Seksi Peiavanan dan 1 (salu} orang Kepala Seksi
Prasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung.

{2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibanty sebanyak-banyaknya oleh
2 (dua) orang Penanggung Jawab vakni :

a. Penanggung Jawab Rumah Tangga yang membawahi 17 (tujuh
belas) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan
langsung;

b. Penangung Jawab SDM yarng membawahi 13 (tiga belas) Pejabat
Fungsional Umum/Tertenty sebagai bawahan langsung.

(3) Kepala Subbagian Keuangan dibanty sebanyak-banyaknya olsh
2 (dua) orang Pananggung Jawab yakni

a. Penanggung Jawab Akunting yang membawahi 11 (sebelas)
Pejabat Fungsional Umum/Tertanty sebagai bawahan langsung;

b. Penangung Jawab Perencanaan yang membawahi 3 (tiga)
Pejabat Fungsional Umum/T ertentu sebagai bawahan langsung.
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(4) Kepala Seksi Petayanan dibanty sebanyak-banyaknya oleh 7 {tujuh)
orang Penangunyg .fawab vaknij :

a. 5 (lima) Penangung Jawab Qperasional wilayah yang masing-
masing membawahi 43 (empat puluh tiga) Pejabat Fungsiona
UmumiTertenty sebagai bawahan langsung:

b. 1 (satu} Penangung Jawab Penertiban yang membawahi 17 (tujuh
beias) Pejabat Fungsional Umum/Tertentr; sebagai bawahan
fangsung; _

¢. 1 (satu) Penangung Jawab Palayanan yang membawahi § (lima)
Pejabat Fungsionaf Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

(5) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibanty sebanyak-banyaknya
cleh 2 {dua) orang Penanggung Jawab yakni ;

2. Penangung Jawah Penyedizan Sarana yahg membawahi 5 (lima)

(6) Kepala Satuan Pengawas internal dibantu oleh 1 {satu) orang
Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota,

{7} Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), dan ayat {6) sebagaimana tercantum datam
Lampiran Il Peraturan Gubarmur ini,

(8} Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawal Unit Pengelola
Perparkiran.

Pasal 30

(1) Standar peralatan keja  minimal setiap jabatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIi
Peraturan Gubemur in;

(2) Standar perzlatan kefja minimal $ebagaimana dimaksud pada ayat {1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pangelola Perparkiran.
BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 31

(1) Unit Pengeloia Perparkiran menyusun dan menyampaikan laporan
berkala fahunan, semester, triwufan, bulanan danfatay sewaktu-
waktu kepada Kepala Dinas.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan «
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kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai:

keuangan;

kinerja;

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja:

akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

ae oo

o

Pasaf 32

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Perparkiran mengembangkzan

sistem pengendalian infernai $ebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Ferhubungan.

BAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 33
Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran ditaksanakan oieh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengekilaan dan
tanggung jawah keuangan negara,

b. Aparat pemeriksa intemal pemetintah.
¢. Inspektorat.

BAR X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

{1) Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai beriaku, peraturan mengenal
perggajian dan hak pegawai lainnya serta peraturan kewajiban
pegawai letap beraku salama belum ada peraturan bary ng
mengatur  mengenai hal-hal tersebut yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur,

{2} Peraturan pengganti peraturan penggafian dan hak pegawai lainnya,
serta peraturan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) fahun terhitung
mulai berlakunya Peraturan Gubemur i

{3) Apabila peraturan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum selesai, maka peraturan penggajian pPegawai dan hak pegawai
lainnya serta kewajiban Pegawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gugur demi hukum dan tidak berlaky lagi.



18

BAB XIv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur
Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukar Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pengefola Pemparkiran Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan
tidak beraku.

Pasaf 35
Peraturan Gubemur jn; mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 7 Juni 2010

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, -

Diundangkan di Jakaria
Padatanggal 15 Junj 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

- BERITA DAERAH PROVINS) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 114



Lampiran !

: Peraturan Gubstmur

lbukota Jakarta

Provinsi Daerah Khusus

Nomor 110 TAHUN 2010
Tanggal 7 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
KEPALA UNIT
SATUAN PENGAWAS
INTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SEKS| PHfSE;‘S'
TATA USAHA KEUANGAN PELAYANAN oS ARAWNA

£\ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,




Ibukota Jakarta

MNomor
Tanggal

110 TAHUN 2010
7 Juni 201D

FORMASI| JABATAN PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

Lampiran Il : Peraturan Gubernur Provinst Daarah Khusus

NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Kepala Unit

51 Humaniora

Dikiat Kepemimpinan
Tingkat HI

Diklat Manajemen
Keuvangan

Diklat Manajemen
Perkantoran

Diklat Parhubungan

I A

Jumilah

1l

Kepala Subbagian Tata

Usaha

31 limu HukumvyHumaniora
Dildat Kepemimpinan
Tingkat IV

Diklat Administrasi
Perkantoran

Dikiat Administrasi
Kepegawaian

Diklat Pengelolaan
Kauangan Daerah

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

IVia

Penangung Jawab
Rumah Tangga

51 Manajemen/Sosial
D Il Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Satminkal/
Kearsipan

Diklat Komputer

Pengadminlstrasi
Pirmnpinan

D it Administras;

Diklat Administrasi
Pearkantoran

Diklat Satminkal/Kearsipan
Diklat Komputer

Pranata Komputer

D 1l Komputer
Diklat Administrasi
Perkantoran
Dildat Komputer
Perkantoran

Penerima Surat

D Bl Administrasi
Dikiat Administras;
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON | JUMLAH

Pengurus Barang

D Il Administrasi

Diklat Administrasi
Parkantoran

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Diklat Komputer
Parkantoran

Pengurus Rumah
Tangga .

D Hl Administrasi

Diklat Bendahara Barang
Diklat Komputer

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pesuryh.

SMA
Diklat Adminigtrasi
Biklat Arsiparis

Caraka - '

SMA,
Diklat Administrasi
Diklat Arsiparis

Petugas Pengamanan
Kantor

SMA
Dikiat Pamdal

Penangung Jau;hrab SDM

51 Manajemen/Sosial
D 1 Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Satminkal/
Kearsipan

Diklat Komputer

Pengadministrasi Umum

D il Administras]
Diklat Adminlstragi
Perkantoran
Diklat Kompurter
Perkantoran

Pengadministrasi
Kesejahta_raaq- Pegawai

D 1if Administrasi
Dikiat Administrasi
Perkantoran
Diklat Komputer
Perkantoran

Operator Sistem
Informasi -

Kepegawaian/Qperator
Handkey

D Il Adminigtrasi
Diklat Administrasi
Perkantaran

Dlklat Komputer
Perkantoran

FPengumpul dan
Pengelola Data
Kepagawaian

D I Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Dikiat Komputer
Perkantoran

Pengaﬂniinisn'asi
Pengembangan Karier
Pegawai

D 11 Administrasi
Diidlat Administrasi
Perkantoran
Diklat Komputer
Perkantoran
Diklat Administrasi
Kepegawaian




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON | JUMLAH

Dokter Poliklinik Umum

Dokter Umum
Diklat Teknik
Kesehatar,...

Daokter Poliklinik Gigi

Cokter Gigi
Diklat Teknik Kesehatan

Jumlah

Kepaia Subbagian
Keuangan

51 EkonomifAkuntansi
Diklat Kepemimpinan
Tingkat 1V

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Pengelolaan:
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

v 1

Penanggung Jawab
Akunting

51 EkonomilAkuntansi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Pengekolaan
Keuangan Daerah

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Bendahara Pengeluaran

D il Akuntansi/Ekonom(
Diklat Bendaharawan
Diklat Administrasi
Keuangan

Diklat Kamputer

Pembantu Bendahara
Pengeluaran

C I Akuntansi/Ekonomi
Diklat Bendaharawan
Diklat Administrasi
Keuzngan

Diklat Komputer

Pembantu Bendahara
Penerimaan

D Il Akuntansi/Ekonomi
Diklat Bendaharawan
Diklat Administrasi
Keuangan

Biklat Komputer

Petugas Loket

SMA
Diklat Bendaharawan
Diklat Kamputer

Penyusun Verifikasi

D 11t Akuntansi/Ekonomi
Diklat Bendaharawan -
Diklat Administrasi
Keuangan

Diklat Komputer

Pengurus/Petugas SPP
dan SPM

D 11t Akuntansi¥Ekonomi
Dilat Bendaharawan
Diklat Administrasi
Keuangan

Diklat Komputer




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Penyusun RKA dan
DPA,

D It AkuntansiVEkonomi
Diklat Bendaharawan
Diklat Adminigtrasi
Keuangan

Diklat Komputer

Penyusun Surat Tugas
dan Laporan

D [l Akuntansi’Ekoncmi
Diklat Bendaharawan
Diklat Administrasi
Keuangan

Diklat Komputer

Penanggung Jawab
Perencanaan

S1 EkonomifAkuntansi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pengadministrasi
Umum

D I Administrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat SatminkalKearsipan
Diklat Komputer

Operator Komputer

D HI Komputer
Diklat Komputer

Pengumpu! dan
Pengolah Data

D HI Administrasi
Diklat Administragi
Perkantoran
Dikiat Komputer
Perkantoran

Jumlah

17

v

Kepala Seksi Pelayanan

51 limu Hukum/Humaniora
Diklat Kepamimpinan
Tingkat v/

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi
Kepegawaian

Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Vfa

Penangung Jawab
QOperasional (5 Wilayah)

51 Manajeman/Sosial
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Parkantoran

Pengadministrasi Urmum

D Ifl Administrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Satminkal/Kes rsipan
Diklat Komputer

Operator Komputer

D N Kamputer
Diklat Komputer




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pelaksana Operasional

{Asman) -

D il Administrasi
Diklat Administrasi
Pericantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

13

Keorlap Tepi Jalan/
Lingkungan/Gedung/
Peralatan

D 11l Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

701

Juru Parkir

SMA
Diklat Perpakiran..

91

Penanggung Jawab
Penertiban

S1 Manajemen/Sosial
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

Pengadministrasi Umum

D 1l Administrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat SatminkalKearsipan
Diklat Komputer

Operator Komputer

D Il Komputer
Diklat Komputer

Petugas Panertiban
Parkir Tepi .Jalan

D Il Adminlstrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diiiat Komputer
Perkantoran

Petugas Penertiban
Sistem Gate

D N Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Kamputer
Perkantoran

Pstugas Penertiban
Parkir Swasta

D Nl Administrasi
Dikiat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

Penanggung Jawab -

Pelayanan

S1 limu HukurmyHumaniora
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

Pengadministrasi Umum

B 1) Administrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Satminkam{earsipan
Diklat Komputer

Operator Komputer

D NIl Komputer
Diklat Komputer




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pengadministrasi
Registrasi Izin

D fll Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran
Diklat Komputer
Perkantoran

Verifikasi |zin

D Il Administrasi

- Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer

. Perkantoran

Pembuat Surat Tugas
dan Pelaporan

D HI Administrasi
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

Jumilah

245

Kepala Seksi Prasana
dan Sarana

51 Manjemen/Humaniorg
Diklat Kepemimpinan
Tingkat Iv

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi
Kepagawaian

Dikiat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Giklat Pengadaan Barang
dan Jasa

IVia

Pananggung Jawab
Penyediaan Sarana

51 Manajemen/Sosial
Diklat Administrasi

- Perkantoran
Diklat Komputer
Perkantoran

Pengadministrasi Umum

D 1l Administrasi

Diklat Adminjstras)
Perkantoran

Diklat Satminka VKearsipan
Diklat Komputer

QOperator Komputer

B Il Komputer
Diklat Komputer

Juru Gambar

t

D 1N Arsitektur/Sipi]
Diklat Teknik Gambar
Diklat Komputer Gambar

Penanggung Jawab
Pendisiribusian Sarana

81 Manajemen/Sosial
Diklat Administrasi
Diklat Komputer

Pengadministrasi Umum

D il Administrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Satminka VKearsipan
Diklat Komputer

Oparator Komputer

D Il Komputer
Diklat Komputer




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pelaksana
Pendistribusian

D 11l Administrast
Diklat Administrasi
Perkantoran
Diklat Komputer
Perkantoran

Jumlgh

13

Satuan Pengawas
Internal

Kepala

Diklat Adrninistrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi
Kepegawaian

Dikiat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

Sekretaris

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi
Kepegawaian
Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

Anggota

Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi
Kepegawaian

Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Dildat Komputer
Perkantoran

Jumlah -

Jumiah Total

312

GUBERNUR PROVINS!I DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAKARTA,




Lampiran i :

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta

Nommor 110 TAHUN 2010

Tanggal 7 Junj 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH | JUMLAR
1 2 3 4 5

| | Kepala Unit Minibus 1 unit
Notebook 1 unit

L Telepon 1 buah
White Board 1 buah
Filling Kabinet 1 btiah

Il_) Kepala Subbagian Tata Usaha Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Telepon 1 buah

White Board f buah

Filling Kabinet 1 buah

1. Penanggung Jawab Komputer 1 Lhit
Printer 1 Unit

Telepon 1 bush

Filling Kabinet 1 buah

2. Pengadministrasi Pimpinan Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Telepon 1 bush

Fax 1 unit

Mesin Ketik 1 buah

Filling Kabinet 1 buah

3._Pranata Komputer Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Filling Kabinet 1 buah

4. Penerima Surat Kornputer 1 unit
Printer 1 unit

Buku Tanda Terima 1 buah

Filling Kabinet 1 buah

5. Pengurus Barang Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Buku Barang 1 buah

Filling Kahinet 1. buah

6._Pengurus Rumah Tangga Infocus 1 unit
Screen 1 hit

LCD 1 unit

Tool Kit 1 set
Filling Kabinet 1 Buah




NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH | JUMLAH
7. Caraka Sepeada Motor 1 unit
Filling Kabinet 1 Buah
8. Pesuruh Sepeda Motor 1 unit -
9._Petugas Pengamanan Kantor | HT 1 unit
Telepon 1 buah
10. Dokter Poliklinik Peralatan Kedokteran 1 unijt
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
i | Kepala Subbagian Keuangan Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
White Board 1 buah
Filling Kabinat 1 buah
1. Penanggung Jawahb Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kahinet 1 buah
2. Bendahara Pengeluaran Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Brankas L bugh
Mesin Penghancur
Kertas 1 unit
3. Pembantu Bendahara
Pengelfuaran Kornputer 1 unit
Printer 1 unit
Kalkulator 1. busah
Mesin Hitung 1 buah
Mesin Penghancur
Keartas 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
4. Bendahara Penerma Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Brankas 1 buah
Mesin Penghancur
Kertas 1 upit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah




NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH | JUMLAH
9. Pembantu Bendahara Komputer 1 unit
Penerima
Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Mesin Penghancur
Kertas 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
6. Petugas Loket Blanko Karcis
Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Kalkutator 1 buah
Mesin Hitung 1 buzh
Filling iKabinet 1 buah
7. Penyusun Verifikasi Kemputer 1 unit
Printer 1 -unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hiturg 1. buah
Mesin Penghancur
Kertas 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
8. Pengurus/Petugas SPP dan
SPM Komputer 1 unit
' Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Mesin Penghancur
Kertas 1 unlt
Telapon L buah
Filling Kabinet 1 buah
9. Penyusun RKA dan DPA Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Telepon 1 -buah
Filling Kabinet L Linit
10. Penyusun Surat Tugas dan
Laporan Komputer 1 unit
Printer 1 Linit
- Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
IV _| Kepala Seksi Pelayanan Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Telepor 1 buah
White Board 1 buah
_— Filling Kabinet 1 buah




NAMA JABATAN PERALATAN KERJA JUMLAH | JUMLAH
1. Penanggung Jawab Komputer 1 Uit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
2. Pengadministrasi Urmum Komputer 1 Lnit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Fax 1 unit
Mesin Ketik 1 buah
Filiing Kabinet 1 buah
3. Operator Komputer Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Filling Kabinet 1 buzah
4. Pelaksana Operasional Komptuter 1 unit
Printer 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
5. Koorlap Tepi Jalari/Lingkungan/ Komputer 1 unit
. _GedungfPeralatan
Printer 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
€. Petugas Penertiban Parkir Tepi | Komputer 1 unit
Jalan
Printer 1 unit
Filling Kahinet 1 unit
7. Petugas Penertiban Sistemn Komputer 1 unlt
Gate !
Prinier 1 unit
Filling Kabinet 1 unit
8. Petugas Peneriban Parkir Komputer 1 unit
Swasta '
Printer 1 unit
Filiing Kabinet 1 unit
Kepala Seks! Prasarana dan Komputer 1 unit
Sarana
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
White Board 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
1. Penanggung Jawab Komplter 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buzh




NO NAMA JABATAN PERALATAN KERJA '] JUMLAH JUMLAH

2. Pengadministrasi Umum Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Telepon 1 buah
Fax 1 unit

B Mesin Ketik 1 buah
Filling Kabinet 1. huah
3. Oparator Komputer Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Filling Kabinet 1 buak
4. Juru Gambar Komputer - 1 unit
Printer 1 Linit

Filling Kabinet 1 buah
o Meja Gambar 1 unit
| Printer 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
5. Pelaksana Pendisiribusian Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Filling Kabinet 1 unit
Vi | Satuan Pengawas Intemal Komputer 1 unit
Printer 1 unit

Telepon 1 buah

White Board 1 buah

Filling Kabinet 1 buah
1. Kepala Komputer 1 unit
Printer 1 uni

Telepon 1 buah

White Board 1 buah

Filiing Kabinet 1 buah
2, Sekretars Komputer 1 unit
Printer 1 uplt

Teiepon 1 buah

White Board 1 buah

Filling Kabinet 1 buah

3. Anggota Komputer 1 unit .
. Printer 1 unit

Telepeon 1 buah
White Board 1 buah
Filiing Kabinet 1 buah’

£. GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKDTA JAKAR




